


 

 

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

D A E R A H  J A M B I 

RESOR MERANGIN 

 

SOP SPKT POLRES MERANGIN 

 

I.  PENDAHULUAN 

 

1. UMUM 

 

a.  bahwa pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan/pengaduan masyarakat, 

memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi merupakan 

salah satu wujud pelayanan prima terhadap masyarakat. 

b.  gangguan Kamtibmas membutuhkan penanganan secara cepat dan tepat guna mengendali 

dan menghindari serta antisipasi akses yang sangat mungkin mempengaruhi kehidupan 

masyarakat. 

c.  berkembangnya Teknologi informasi yang diiringi dengan semakin kritisnya masyarakat 

menuntut kemampuan anggota Polri yang profesional dan terampil. 

d. penanganan tahanan sesuai dengan standar HAM. 

 

2. DASAR 

  

a.  UU Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

b. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. 

c. Surat Telegran Kapolda Jambi No.Pol : STR/907/XI/2009 tanggal 06 Nopember 2009 

tentang pembuatan SOP SPKT. 

 

3. MAKSUD DAN TUJUAN 

a.  Maksud SOP ini adalah sebagai pembiasaan dan persiapan diri bagi setiap anggota Polres 

Merangin yang profesional dalam melayani dan penjagaan tahanan. 

b.  Tujuan memberikan gambaran bagi terwujudnya pelayanan prima terhadap masyarakat dan 

penjagaan tahanan sesuai standar HAM.  

 

 



 

 

4. RUANG LINGKUP 

 Situasi Kamtibmas seketika dapat berubah, agar masyarakat merasa terlayani anggota harus selalu 

dalam keadaan siap dan memberi pelayanan terhadap masyarakat  sesuai prosedur operasional. 

Wilayah Hukum Polres Merangin. 

 BAB I  PENDAHULUAN 

 BAB  II PENGERTIAN 

 BAB III PELAKSANAAN 

 BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 

 BAB V ADMINISTRASI 

 BAB VI PENUTUP 

5. PENGGOLONGAN 

a. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) 

b. Penjagaan Markas; 

c. Penjagaan Tahanan; 

 

II. PENGERTIAN 

 

1.  SPKT adalah Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, terhadap laporan pengaduan masyarakat,   

memberi bantuan dan pertolongan serta memberi pelayanan informasi. 

2.  Penjagaan Markas adalah suatu kegiatan yang di laksanakan anggota polri untuk menjaga 

keamanan markas atau perkantoran yang menjadi tanggung jawab nya. 

3.  Penjagaan Tahanan adalah suatu kegiatan yang di Laksanakan oleh anggota polri untuk 

memberikan perlindungan terhadap tahanan dalam pelaksanaan proses hukum. 

 

III. PELAKSANAAN 

 

1. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) 

a. SPKT menerima laporan atau pengaduan tentang adanya dugaan tindak pidana (TP); 

b. Pada setiap unit SPKT menerima laporan/pengaduan ditempatkan anggota reserse kriminal 

dengan memberikan pelayanan yang  optimal kepada masyarakat yang melaporkan; 



 

 

c. Membuat laporan polisi tentang adanya tindak pidana yang terdiri dari laporan polisi Model A, 

Model B, dan Model C; 

d. Wajib menerima laporan atau pengaduan yang disampaikan oleh seseorang baik lisan maupun 

tertulis; 

e. Setiap laporan atau pengaduan yang diterima wajib memberikan Surat Tanda Terima Laporan 

(STTL); 

f. Laporan polisi yang diterima segera diserahkan dan harus diterima oleh pejabat reserse paling 

lambat 1 (satu) hari setelah laporan diterima; 

 

2. Penjagaan Markas 

 

a. Setengah jam sebelum dimulai giliran tugas jaga, petugas jaga harus sudah siap; 

b. Memeriksa ruang tahanan; 

c. Melaksanakan Briefing sebelum pelaksanaan tugas jaga;   

d. Menerima/meminta informasi tugas-tugas yang telah dilakukan petugas jaga lama; 

e. Melaksanakan serah terima jaga; 

f. Melaksanakan tugas jaga sesuai dengan jadwal dan mengisi buku mutasi; 

g. Menaikan dan menurunkan bendera merah putih pada pukul 06.00 dan 18.00; 

h. Mengecek kelengkapan jaga, membersihkan ruangan, mengisi buku dan blanko-blanko 

penjagaan; 

i. Mencatat setiap barang bukti, barang  titipan dan lain-lain baik yang masuk maupun keluar, bila 

perlu dibuat Berita Acara (BA); 

j. Melaksanakan pengawasan, pengamatan, dan pengecekan lingkungan markas; 

k. Setelah pelaksanaan tugas jaga dilakukan pengecekan kelengkapan dan kekuatan anggota jaga; 

l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan situasi Kamtibmas baik secara lisan maupun tulisan 

secara berkala; 

m. Melaksanakan Debriefing/analisa dan evaluasi pelaksanaan tugas. 

 

3. Pejagaan Tahanan 

 

a. Petugas penjaga tahanan  setengah jam sebelum dimulai giliran tugas, maka petugas jaga baru 

sudah siap di tempat jaga; 

b. Mengecek kondisi tahanan baik kesehatanya, aktivitasnya (olah raga dan bezuk tahanan) 

maupun kebersihan ruang tahanan; 



 

 

c. Mengecek kelengkapan, antara lain: senpi, senter malam, buku, papan tahanan dan lain-lain 

yang diperlukan; 

d. Sebelum serah terima mengecek jumlah tahanan, mencocokan daftar tahanan; 

e. Membuat jadwal petugas jaga tahanan; 

f. Mengawasi tahanan secara ketat selama satu s/d dua jam atau disesuaikan dengan kekuatan 

petugas jaga; 

g. Mengawasi lingkungan dalam dan luar ruang tahanan secara ketat dan teliti; 

h. Melakukan tindakan tepat, tegas, cepat dan benar terhadap penyimpangan terhadap 

penyimpangan-penyinpangan tahanan; 

i. Petugas jaga lama menyerahkan dan menginformasikan hal-hal yang perlu di perhatikan oleh 

petugas yang baru; 

j. Petugas yang baru mengecek jumlah tahanan, kondisi fisik tahanan serta barang-barang tahanan 

yang di titipkan, SPP (Surat Perintah Penahanan) serta hal-hal yang sehubungan dengan 

penyerahan dari petugs yang lama; 

k. Serah terima tugas jaga tahanan agar di catat dalam buku mutasi penjagaan/ SPK selengkap-

lengkapnya. 

 

IV. ADMINISTRASI 

 

1.  SPKT, Penjagaan Markas, dan Penjagaan Tahanan: 

a. Disamping  melaksanakan tugas pokok pelayanan terhadap masyarakat harus tetap 

memperhatikan penjagaan markas dan tahanan; 

b.  Mencatat  seluruh perkembangan situasi didalam, diluar markas serta melaporkan setiap 

perkembangan kepada Pimpinan sebagai bahan kebijakan bagi pimpinan dalam mengambil 

keputusan. 

 

2.  Piranti Lunak: 

a. Surat Keputusan Kapori No. Pol. : SKEP/262/IV/2004 tanggal 21 April 2004 tentang himpunan 

buku petunjuk kegiatan fungsi samapta Kepolisian; 

b. Peraturan Kapolri Nomor : 23 Tahun 2009 tanggal 30 September 2009 tentang struktur 

organisasi tingkat Polres; 

 

 

 

 




